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ABSTRAK:

CATATAN:

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe A telah
diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi struktur dan fungsi
kelembagaan sebagai upaya penyesuaian terhadap hasil
evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan
serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Bupati tersebut
perlu ditinjau.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun
2016; PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2016; PERDA
No. 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan,
21 Agustus 2019.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang
menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan
dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Dalam hal pada tahun anggaran 2020 belum dilaksanakan
pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini,
maka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan
penatausahaan  keuangan, administrasi umum dan
kepegawaian pada Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut oleh
Sekretaris DPRD.

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati
ini.

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah



Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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